
 
 
 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 6 TAHUN 2011 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR DAN SPESIFIKASI 
PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO 

KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI DALAM NEGERI, 

Menimbang : a.  bahwa untuk efektifitas Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak 
dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan Secara Nasional, perlu merubah spesifikasi teknis yang 
terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 
Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat 
Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan secara Nasional; 

b.  bahwa Tim Teknis yang terdiri dari wakil yang berasal dari 15 
Kementerian dan Lembaga menyepakati untuk menyempurnakan 
Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda 
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, 
sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Tim Teknis tanggal 28 
Desember 2010; 

c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a   
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor 38 Tahun 
2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak 
dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan 
secara Nasional; 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 
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5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda 

Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan Secara Nasional; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar 
dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu 
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG 
STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN 
BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK 
KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL. 

 
 

Pasal I 
 

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar 
dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk 
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Menteri ini. 
 
 

Pasal II 
 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 21 Januari 2011 

MENTERI DALAM NEGERI, 
 
 

GAMAWAN FAUZI 
 

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2011 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
  
PATRIALIS AKBAR 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 55 
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